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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTAMG

PEMBENTUKAN QORGANISASI DAM TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MANGGARAT BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang oA

o

BUPATI MANGGARAI BARAT,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Lindang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencans,
telah ditetapkan Permendagri Nomor -6 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

bahwa Badan Peranggulangan Bencana Daerah merupakan
bagian dari Perangkat Daerah yang perlu ditetapkan melalui

Peraturan Daeraly;

pahwa berdasarkan perlimbangan scebagainanag dirmaxsu]
dalam hurut a dan huruf b, perlu membentuk  Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Organisasi c¢an Tata Keri
Badan Penanggulangan Bencana Daeran Kabupaten
Manggarai Barat;

MenGnaN, s



Mengingat

M2

Undang-Undang Nomor 64  Tahun 105t tentang
Pernbentukan Dacrah-dacrah Tingkal 1 Bali, Nuse Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran  Negara
Republik Indonesla Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara lRepullic Indonesia Nomor o),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepagawalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 lentany
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsl, Kolusi dan Nepatisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoresia Nomor 3851});

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pernbentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa
Tenggera Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4271);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

6. Undang-Undang...........



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 7001 tentany
Pemerintahan Daereh (lembaran Negara Republik
Tndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Republk Indonesis Nomor 4437), sebagalmana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
nitang Nonor 12 Tahan 2000 Tentang Perobahony kedoa
atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 lentanyg
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Irndonesia Tahur 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844});

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Repubiix
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007  tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 fambaha Lembaran

Nagara Republik Indonecia Nomaor 4723);

Paraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negaia Republis
Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentana
Pembaglan Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pogier Oslalutne Daetaly Provins dan Pemerintabuay Dagtah
Kahupaten/Kota (lL.embaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4/47);

1L Peratiuran... oo,
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12,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
QOrganisasi Perangkat Daerah (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 4741),

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun z008 tentang Badan
Naslonal Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 MNomor €9, Tambahan
Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisast dan Tats Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.

Feraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Daerah (Lembaran Dacrah  Kabupaten
Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomo 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAIL BARAT
dan
BUPATE MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISAST DAM TATA KERIA

BADAN

PENANGGULANGAN  BENCANA  DALKRAIT  KABUPATLN

MANGGARAL BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan @

1. Daerah adalah Kabupaten Manggaral BaraL.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang

laln sebagal Badan Eksekutif Daerah.

3.Dewan........



3. Dewan Perwakilan Ralkyat Daerab yang selanjutnya disingkat DPRD adaiah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

. Bupati adalah Bupati Manggaral Barst.

. Gekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Managarai Barat.

o n I

. Perangket Daerah adalzh Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  vang terdir! atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Lembaga Teknis Dacrah  merupakan  unsur pendukaing lugas hepala Dacrah

Kabupaten Manggarai Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penangguiongan Bencana Darcvah Kabupaten
Manggarai Barat.
9, Badan Penanggulangan Bencana Deerah yang selanjutnya disebut adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupater Manggarat Barat.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negerr Sipit Badan
Penanggulangan Bencana Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh dan
yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesual bidang keahiian masing-masing.
11.Unsur pengarah adalah Pejabat Pemerintah Docrah terkail dan anguota masyarakat
profesional dan ahli,
BAB II
PEMBENTUKAN

Panal

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerje BIPBD Kabupaten
Manggarat Barat.
(2) BPBD Kabupaten Manggarai Barat dengan klasifikasi A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

{1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yeng dipimpin seorang
Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) PBadan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara ex-officio
dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4........



Pasal 4

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyal fugas:

al

Menetapkan pedoman -Jan pengarahan terhadap usaha penangulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
relkonstruksi secara adil dan setara;

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyzlenggaraan  penanggutangan

bencana berdasarkan paraturan perundang-undangan;

¢. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan pata rawan hencan,

g

h.

Menyusun, menetapkan, prosedur tetap penanganan heacana;

Melaporkan penyelenggaraan cenanggulangan bencona kepada Kepaia Daerah
setiap sebutan sekall dalam kondis| normal dan setiap saat dalam kondisi darurat
bencana;

Mengendallkan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

Malaksanakan kewajlban lain sesuai dengan peraturan perundang-uncdangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penggulangan bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah

Daerah dan Badan Nasional Penaggulangan Bencara.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksurd dalam pasal + ayat {1), 8PBD

menyelenggarakan fungsi .

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penangulangan bencana dan penanganan

pengungst dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan keglatan penanggulangarn bencana secara terencana,

dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupali sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

(1) Susunan Organisasl Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, terdiri dari
a. Kepala:

b, Unsur Pengarahy; dan
e, Linnur Polakasna,

(2) Unsur Pelaksana Badar. Penangguiangan Bencana Daerah kabupaten berada di
hawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupater:.

(3) Unsur Pelaksana Badan Penangguiangan Bencana Daerah kabupaten dipimpin
Kepala Peleksana yang membantu Kepata Badan Penanggulangan Beneana Daerah

kahupaten seharl-harl.

Pasal 7

Unsur Pelaksana Badan Penanggulancan Bencana Daerah kabupaten sebagalmana
dimaksud datam pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penangguiangan bancana

secara integrast meliputl:
a. Pra bencana;
b. Saat tanggap darurat; dan

¢. Pasca bencana.

Pasal 8

Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten menyelenggarakan
fungsi:

a. Pengkoordinasian;
b. Pengkomandoan; da:
¢. Pelaksana.
Pasal 9

Fungsl koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupskan fungsi
koordinasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten dilaksanakan
melalul koordinasl dengan satuan kerja perangkal daerah lainnya di dacrah, instansi
vertikal yang ada di dacrah, lembaga usaha dan Jatau pihak laiy yanyg diperlukan pada
tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 10.........



Pasal 10

Fungsl Komando sebagalmana dimaksud daiam Pasal 8 huruf &, merupakan fungsi
Komando unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten
'dilaksér.-akan melalul pengarahan sumber daya manusla, peralatan, logistik darl satuan
kerja perangkat derah lainnya, instansi vertikal yang ada di doerah serta langkah-
langkah lain yang diperlukan dalam rangia penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi Pelakssna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢, merupakan fungsi
pelaksana -Badan -Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dilaksanakan secara
terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat derah lainnya di daerah,
instansi vertikal vang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasitl 12
Susunan Qrganisasi

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 8 hurut ¢, terditi dari:

a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri dari 3 Sub Bagian:
1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Sub Bagian Keuangan,
o B%dang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari 2 seksi
1, Seksi Pencegahan.
2. Seksi Keslapsingaan,
d. Bidang Kedaruratan dan |ogistik, terdiri dari 2 scksi
1. Seksl Kedaruratan,

2, Seksi Logistik.

e. Bidang........



e, Bidang Rehabilitasl dan Rekonstrukst, Lecdin dail 2 seker
1. Sekst Rehabilltast.
2. - Seksi Rekonstruksi,

f. Kelompok jahatan fungsional

(2) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada

| ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tercantum dalam lampiran dan

merupakan baglan vang tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
furgslonal yang terbagi dalam berbagai kelompek sesual dengan bidang keahlian
dan keterampitan.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(3} Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan.
BAB VI
ESELCN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12 huruf a adalah jabatan struktural eselon Ii/b.

(2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e
adalah jabatan struktural esolon 11/b .

{3} Kepala Sub Baglan dan Kepala Seksl Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e
adalah jabatan struktural esolon Iv/a .

Bab V1L



BAPR VII
DPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 15

Kepala Pelaksana, Sekretarlat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagion dan Kepata Seksl
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

BAEB VIII
TATA KERJA

Pasal 16

Badan Penanggulancan Bencana Kabupaten daliny melaksanakan facgas imenerapkan

prinsip koordinasl, integrast dan sinkronisasl.

Pasal 17

Pimpinan unsur pelaksena Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten melaksanakan

sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 18

Pimplinan  unsur  pelaksana Badan  Penanggu'angan  Bencana  Kabupaten
bertanggungjawab memimpin  dan  mengkoordinasi  bawshan dan  memberikan
pengarahan serta peturjuk bani pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Pimpinan unsur pelaksana kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya,

Pasal 20

(1) Rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi dengan Badan
Penanggulangan Bancana Kabupaten diadakan paling sedikit ! (satu) kali dalam 1
(sa2tu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan,

{(?Y Rapat...........



(2) Rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangarn Bencana dengan Badan
penanggulangan Bencana Provinsl dan Badan penangaulandgan Bencana Kabupalen
diadakan paling sedixit 1 (salu) keii dalam 1 (satu) labwn atau sevrklu-wariu
sesuzi dengan kebutuhan.

Pasal 21

Hubungean kerja antara Badan penanggulangan Bencana Kabupaten dengan Badan
penanggulangan Bencana Provinsi bersifat memfasilicasi/koordinasi dan pada saat

penanganart darurat bencana Badan Penanggulangan Bencana Kahupaten dapat

melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 22

Hiubungan kerla antara aadan Penanggulangan Bencana Kabupaten dengan Badan
Naslonal Penanggulangan Bencana persifat kocrdinasi dan teknis kehancanaan, dalam

rangka upayo penlngkatan kualitas penyelenggi aan Penangyulitsgan e

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
‘Kabupaten diatur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

BAR IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis administrasi serta fasilitasi penyelenggaraan
peninggulangan Bencand Paerah dilakulin oleh Menteri Dalam Negeri melalui

Gubernur Nusa Tenggara Timur,

{2) Pembinaan.....



(2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan
Penangguiangan Bencana Provinsl dan Kepala Badan Nasicnal Penangguiangan
Bencana der.gan herkoordinasi/Mentari Dalam Negeri,

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Badan Peranggulangan Bencana Dzerah Kabupaten dalam penanganan
bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (AFBD) Kabupaten dan
sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pacal 26

(1) Dengan terbentuknya Badan Penangjulangan Bencana Dacrah Kabupaten, maka
satuan koordinasl pelaksana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh
arsip/dokumen dan data informasi lainnya yang berkaitan d=ngan penyelenggaraan
penanggulangan bencana kepada  Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten,

(2) Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah Inl sepanjang mengenai teknis
pelaksariaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Marnggarai Barat.

Ditetapkan di Latuan Bajo
pada tanggal 7 Juli 2009

b supas s ANGGARAL BARAT, &

Y
Y
% \‘\

PRANDA

Djundangkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 9 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH

LEMEARAN DAERARM KABUPATEN MAMNGGARAIL BARAT
Tahun 2009 Nomor2 SeriD Nomor 1

Penielasan.....cocceeienenns



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISAST DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MANGGARAIL BARAT

I, PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pamerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagtan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah
'Ncmor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dzerah serta Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan
Menterl Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawa perubahan yang
cukup slgnifikar terkalt dengan penyslenggaraan Pemerintahan Daerah dalam
pelaksanaan Otbnoml Daerah pada umumnya dan khususnya perubahan sisi
kelembagaan, Dbahwa perubahan dirmaksud berpengaruh pada garis
kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian, serta pertanggung jawaban.

Sebagai tindak lanjut darl berlakunya Peraturar Perundang-undangan
sebagalmana tersebut di atas dan agar  penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya
guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penangguiangan Bencana Daerah Kabupaten Manggaral Barat yang sesuai
dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetopkan dalam peraturan
perundarg-undargan tersebut di atas.



- IL PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup lelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jetas
Pasal 11

Cukup Jefas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pa.saf. 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas



Hasal

Pasal

Pusal

Pasal

Pasal

Pasal

Fasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

15

Cukup Jelas
16

Cukup Jetas
17

Cukup Jelas
18

CUkup Jelas
19

Cokup Jelas
20

Cukup Jetas
21

CukupJelas
22

Cukup Jelas
23

Cukup Jelas
24

Cukup Jelas
25

Cukup Jelas
26

Cukup Jetas
27

Cukup Jelas



LAMPIRANI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT
NOMOR  : 2 TAHUM 2009
TANGGAL : 7 JULI 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAM TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAIL BARAT

‘ Kepéla ‘
i UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
- INSTANSI KEPALA PELAKSANA
PROFESIONAL/AHLI GPBD
| SEKRETARIAT ‘
5Sub Bagian ] E Sub Bagian Sub Bagian
Umum & |} Program & Keuangan
Perlengkapan\ Pelaporan
Bidang Bidang Bidang
Pancegahan & Kedaruratan & Rehabilitasi &
Kesiapsiagaan Logistik Renkonstriksi
| |
1 ] 1
Seksi Seksi N Sekst
Pencegahan Kedaruratan Rehabilitas:
I Seksi i Seksi
Seks| Logistik Rekonstruksi
‘] Kaslapsiagaan
Kelompok
Jabatan
Fungsional




Menimbang

"PERATURAN DAERAH ICABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
| SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAT REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAY BARAT,

+a, bahwa dalam  rangka optimalisast  pulaksonaan tugas
pembertan dukungoan eknis operasional dan adiministrast
terhaciap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan
Pemearintahy, Provinsl, Kabupaten/Kcta sesuai Peraturan
Pemarintah Nomor 42 Tahon 2004 tentang Pembhinann Jiwa
Korps dan kode Ek Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Momor 17 Tahun 2009 tentang
Padoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Manggarai
Barat;

b. banhwa.......



b. bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
merupakan bagian Lembaga Lain dari Perangkat Daerzh
sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 45 PP Nomor
41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretarlat Dewan Pengurus  Korps Pegawai Republik
Indunesia Kabupaten Manggarai Berat;

Mergingat : 1. Undeng-Undang Nomor 64 Tahun 1958  tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Baralt dan Nusa Tenggara Timur {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19741 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Incornesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesla Momor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Urdang -Undang Nornor 43 Tahun 1959 tentang perubahan-
atas Undang-Unaang Nomor 8 Tahun 1974 terntang  Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Momor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bubas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



6.

-Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4271);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran
Negara Republlk Indonesin  Tahun 2004 Namor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesiz Nomor 4437), sebagaimana
telah  diubah  beberapa koli, terakhic denoan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemarintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomer 89, Vambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesla Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan.........



10.

11.

13.

14.

peraturan Pemerintan Nomor 79 [ahun 2005 tentang
Padoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negord Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomao AHO3Y;

peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 200/ tentang
pembagian Urusan Pemerintahan  antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
g2, Tambahan  Lembaran Negara Repabiik Indongsin

Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor 4741);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan
Struktural di Lingkungan Sekretanat Dewan Pengurds dan
Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

Pefaturan Menteri Dalarm Negeri Namor 17 Tahun 2009
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republix
Indonesia Provinsi dan Kabupaten/¥ota;

Keputusar Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2004 tentang Korps Pegawai Repubiik Indonesia;

15. Keputusan.........



15, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
Z005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar
Korps Pegawai Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATT MANGGARAL BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN

TATA KEFJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MANGGARAL BARAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah Kepala Deerah beserta Perangkat

Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Manggaral Barat sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

. Bupati adalah Bupati Mangogarai Barat.
. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyzlenggaraan

Pemerintahan Daerah  yang terdiri alas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

. Sekretarlat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawal Republik Indonesia adalah

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten  Korps Pegawai Republik Indonesia
Manggaral Barat.

7 Pegawal.........



7, Pegawal Negerl Sipil adalah Pegawal Negerl Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan !Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian,

8. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah. untuk
menghimpun seluruh Pegawal Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan,
pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara.
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republlk Indonesla Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktlf,
profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

BAB 11
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Manggarai Barat dibentuk dengan
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari satuan
kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab
kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secora teknis administeatif
bertanggung jawab kepada Bupall melalui Sekretaris, |

(2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten diplmpin oleh seorang sekrat.ris,



Baglan Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

‘Sekretariat” Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan

dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam

lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat Dewan

‘Pengurus KORPRI Kabupaten menye[e'nggarakan fungsi :
a.

Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

b. Penyelenggaraan keglatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rchani;
£,
d

Penyelenggaraan kegiatan usaha bantuan hukum dan sosial;

. Pengkoordinasian dan fasllitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI

Kabupaten;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGAMISASI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisast Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdir dari :

a. Sekretaris;

h. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;

¢. Sub Bagian Olah Raga, Serd Budaya, Mental dan Rohani;
¢. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial:

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabuoaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan
merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran...........



(3) Penjabaran tugas dan fungsl masing-masing susunan organisasi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Baglan Kedua
Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Pasal 7

(1) Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Ketua Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten.

(2) Sekretarlet Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas

| melaksanakan koordinasi kegiatan, pengelolaan administrasi umum dan keuangan,
penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi pada kepengurusan Sub
Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

(3) Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dijabat secara exofficio

| oleh salah seorang pejabat eselon {V di lingkungan unit kerja dimaksud.

(4) Sekretariat Sub Unit Tingkat Kecamatan dijabat secara exofficio oleh Sekretaris
Kecamatan,

(5) Sekretarlat Sub Unit Tingkat Desa/Kelurahan dijabat secara exofficio oleh
Sekretaris Desa/Kelurahan.

BAB 1V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1) Kelorpok Jabatan Fungsional terdiri dar: sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional vang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian
dan keterampilan.

{2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(3) Jenis dan- jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.



BAB V
ESELON DAN KEPEGAWAIANM
Pasal 9

(1} Sekretarls Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah jabatan struktural eselon
{1/b.

{2) Kepala Sub BRagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah
jabatan struktural esclon IV/b .

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Sekratarial Unit diangkat dan diberhentikan sesuai dengar peraturan perundang-
undangan vang berlaku

BAB VII
TATA KERJIA
Pasal 12

Para Sekietaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekeria sama dan
merupakan slstem akuntablitas kineria aparatur.

Pasal 13

Setiap pimpinan sztuan organisast dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik datam lingkup instansinya
maupun dalam hubungan dengan Instans! lain.

Pasal 14....0e0s



Pasal 14

Setlap pimpinan satuan organisast wajib menerapkan sistem pengendaiian intern di
lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 15

Settap  pimpinan  satuan organisasi  bertanggungjawab memimpin  dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikar pengarahan serta
petunjuk bagl pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Getlap pimplnan satuan organisasl wajib mengikutl dan mematuhi petunjuk dan

bertangaungjewab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala
topot pada waktunye.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan
pembinzan dan pengawasan terhadap satuan organisasl dl bawahnya.

Bab X

...........



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di l.abuan Baio
pada tanggal 7 Juli 2009

BUPAT] MANGGARAL BARAT,

i
&

Diundangkan i Labuan Bajc
Pada tanggal 9 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN*‘[??\ERAH KABUBATEN MANGGARAL BARAT
Tahun 2309 MNomor 3 Seri D Nomor 2

Penielasan. ..o



I

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2099
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN MANGGARAIL BARAT

PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan kode Btk Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Momor 17 Tehun 2009 tentang Pedoman Crganisasi dan Tata Kerja
Sekretarfat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
Provinsi dan Kabupaten/Kota, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait
dengan penyelenggarean Pemerintahan Daerah dalam oelaksanaan Otonomi
Daerah peda umumnya dan khususnya perubahan sisi xelembagaan, bahwa
parubahan dimaksud berpengaruh pada caris kebijaksanaan, koordinasi,
pengendalian, serta pertanggung jawaban,

Sebagal tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya
guna dan berhasll guna, maka perlu menetapkan Orgenisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Manggarai Baral yang sesual
dengan jiwa dan semangat sarta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan tersebut di atas.



IT. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup elas
Pasal 2

Cukuo Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
‘Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 1!

Culeup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jetas
Pasal 14

Cukup Jelas



Pasal 15

Cukup Jelas
rasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas



LAMPIRAN ! PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 JULI 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISAST DAN TATA KERIA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KKABUPATEN MANGGARAI BARAT

1

SEKRETARIAT
I 1
SUB BAGIAN B BAGIAN SUB BAGIAN «
UMUM DAN KERIASAMA e : UISAHA, BANTUAN
OLAHRAGA, SENT o
BUDAYA, MENTAL HUKUM DAN SOSIAL
DAN ROHANL
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